
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengawasan 

dan pengendalian pengelolaan air bawah tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang 

terhadap PT. Gunung Naga Mas: 

1. Bahwa PT. Gunung Naga Mas telah memiliki Izin untuk melakukan Pengusahaan Air tanah 

yang dilakukan di wilayah Gunung Nago dan telah membayar pajak ke daerah dengan NPWD 

7.000133.010.093 dengan jumlah Rp.395.968.- izin yang dimiliki oleh PT. Gunung Naga Mas 

telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang No.2 Tahun 2009tentang Pengelolaan dan 

Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah. 

2. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi 

Kota Padang di Kec. Pauh sebagai lokasi PT. Gunung Naga mas hanya sebatas tahapan 

Inventarisasi saja yang meliputi tahapan sebaran cekungan air tanah, daerah imbuhan dan 

lepas air bawah tanah, karakter akuifer, potensi air bawah tanah. Sedangkan tahapan 

konservasi, perencanaan pendayagunaan air bawah tanah, dan peruntukan pemanfaatan belum 

dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang serta 

Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang  telah melakukan 

pengawasan terhadap PT. Gunung Naga Mas sesuai dengan Pasal 20 Peraturan daerah Kota 

Padang No.2 Tahun 2009 yang dilakukan secara berkala 1 kali 3 bulan dengan 3-5 staf yang 

melakukan monitoring. Monitoring yang dilakukan adalah pengecekan meteran air tanah yang 

dilakukan pada hari selasa sepuluh maret 2016 adalah 2256 mᶟ 



 

 

3. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota 

Padang adalah masih kuranyanya tenaga staf yang memahami betul mengenai air tanah dan 

latar belakang ilmu mengenai air tanah serta memiliki keterbatasan dana untuk melakukan 

kegiatan pengawasan dan masih kurang pahamnya masyarakat tentang arti penting 

pemanfatan dan izin air bawah tanah. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan 

Pertambangan dan Energi Kota Padang yang dilakukan di Kec. Pauh jangan hanya sebatas 

kegiatan inventarisi, seharusnya lakukan 3 (tiga) kegiatan pengelolaan lagi yang sebagaimana 

telah diatur dalam Bab V Kegiatan Pengelolan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 

Tahun 2009. 

2. Pengawasan yang dilakukan jangan hanya sebatas pasif- reaktif, dengan hanya menunggu 

laporan dari masyarakat di wilayah PT. Gunung Naga Mas, tetapi pengawasan seharusnya 

bersifat aktif dan reaktif, mencari dan menemukan sendiri permasalahan. 

3. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan diharapkan memiliki staff yang memiliki 

ilmu geologi, hidrologi dan latar belakang ilmu yang mendukung tentang air tanah, dan 

meningkatkan kinerja dalam pengawasan secara administratif ataupun pengawasan 

dilapangan agar tidak terjadi hal yang tidak sesuai dengan peraturan. 

4. Memperbanyak kegiatan pembinaan dan segala usaha yang mencangkup pemberian 

pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfatan dan 



 

 

pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah oleh Dinas Perindustrian Perdagangan 

Pertambangan dan Energi Kota Padang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


